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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Menimbang

DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

. a bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan
wewenang Komis  Pemilihan  Umum  dalam
penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan
menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan
pemilinan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut
menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komis
Pemilihan Umum Proving dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan
menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tigp tahapan
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Mengingat

penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provins dan Kabupaten/Kota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

bahwa ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan
ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 sebagamana diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur
tentang pemilih dan penetapan pemilih;

bahwa ketentuan tersebut pada huruf a, huruf b, dan
huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tersebut, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009
tentang Penetgpan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran
Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa dengan mendasarkan hal-hal tersebut pada huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dengan
memperhatikan perkembangan keadaan dipandang
perlu mengganti Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Daam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepaa
Daerah;

bahwa berdasarkan hal —hal tersebut pada huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman
Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Daam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsg Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dagrah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrass Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);
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Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepada Daerah sebagamana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4865);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instans
Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
95 Tahun 2007;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komis Pemilihan Umum,
Komis Pemilihan Umum Provins, dan Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/K ota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008, Peraturan Komis Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komig
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisass dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal  Komiss  Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komis Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komis
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan Rapat Pleno Komis Pemilihan Umum tanggal
20 Mei 2010;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya
disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provins
dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 sebagamana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Provins dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Komis Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provins, Komite
Independen Pemilihan Provins Nanggroe Aceh Darussalam, Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komite Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota di  wilayah Provinsg Nanggroe Aceh Darussalam,
selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Proving, KIP Provinsg NAD,
KPU Kabupaten/K ota, dan KIP Kabupaten/K ota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu
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